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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis transformasi digital dalam pengadaan 

barang/jasa di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Pendekatan penelitian menggunakan 

metode kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan 

studi dokumen, menggunakan model triangulasi untuk validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi 

digital di bidang pengadaan barang/jasa menghadapi sejumlah tantangan utama. Kekurangan sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualifikasi, terutama di tingkat Ahli Madya dan Ahli Pertama, menjadi hambatan signifikan dalam 

implementasi teknologi. Struktur organisasi yang belum optimal, khususnya dalam jumlah dan peran jabatan fungsional, 

turut memengaruhi efisiensi proses. Selain itu, integrasi teknologi dalam manajemen pengadaan masih berada pada tahap 

pengembangan, menghambat efektivitas kerja dan inovasi. Koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal juga 

menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi SDM 

melalui pelatihan intensif, restrukturisasi organisasi untuk mendukung adaptasi digital, pembaruan teknologi yang lebih 

terintegrasi, serta perbaikan sistem komunikasi internal. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis 

bagi pengembangan transformasi digital di sektor publik, terutama dalam aspek pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, 

akuntabel, dan inovatif. 
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Abstract: This research aims to explore and analyze digital transformation in the 

procurement of goods/services at the Goods/Services Procurement Bureau of the Regional 

Secretariat of Gorontalo Province. The research approach uses qualitative methods with case 

studies. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation 

and document study, using a triangulation model for data validity. The research results show 

that digital transformation in the field of procurement of goods/services faces a number of 

main challenges. The lack of qualified human resources (HR), especially at the Middle Expert 

and First Expert levels, is a significant obstacle in implementing technology. Organizational 

structures that are not optimal, especially in the number and roles of functional positions, 

also affect process efficiency. In addition, technology integration in procurement management 

is still at the development stage, hindering work effectiveness and innovation. Inadequate 

coordination and communication are also factors inhibiting the achievement of organizational 

goals. This research recommends strengthening HR competencies through intensive training, 

organizational restructuring to support digital adaptation, more integrated technology 

updates, and improvements to internal communication systems. The findings of this research 

provide theoretical and practical contributions to the development of digital transformation 

in the public sector, especially in aspects of procurement of goods/services that are more 

efficient, accountable and innovative. 
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Pendahuluan  

Di era digital yang semakin berkembang, hampir semua sektor kehidupan manusia 

mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu sektor yang tidak luput dari dampak 

perubahan ini adalah sektor publik, khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa bukan hanya sekadar 

kebutuhan, tetapi juga menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, 

implementasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis digital mulai 

diperkenalkan melalui platform e-procurement seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik). Sistem ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang 

dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap transaksi pengadaan 

(Wibowo, 2020). Namun, meskipun teknologi telah diintegrasikan dalam sistem 

pengadaan, tantangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, proses, 

dan teknologi masih menjadi isu utama yang menghambat efektivitas dan efisiensi 

implementasinya. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Gorontalo, khususnya, memerlukan 

perhatian lebih terkait dengan peralihan dari sistem konvensional menuju sistem digital 

yang lebih modern. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, 

sebagai institusi yang mengelola proses pengadaan di wilayah tersebut, dihadapkan pada 

sejumlah tantangan yang menghambat keberhasilan transformasi digital. Salah satu 

tantangan utama adalah kekurangan SDM yang berkualifikasi, yang menyebabkan 

ketimpangan dalam penerapan teknologi dan kurangnya pemahaman terhadap sistem 

digital yang baru (Sari, 2022). Selain itu, struktur organisasi yang kurang mendukung serta 

minimnya koordinasi dan komunikasi antarunit juga mempengaruhi kelancaran proses 

transformasi digital ini. 

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis 

pelaksanaan transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa di Provinsi Gorontalo. 

Penelitian ini berfokus pada empat elemen utama yang mempengaruhi keberhasilan 

transformasi digital, yaitu sumber daya manusia, struktur organisasi, proses, dan teknologi. 

Dengan pendekatan kualitatif dan teknik triangulasi data, penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi 

digitalisasi pengadaan barang/jasa di tingkat pemerintah daerah. 

Transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan perubahan 

mendasar dalam cara pemerintah melakukan pengadaan. Sebelumnya, proses pengadaan 

dilakukan secara manual dan terpusat, yang memerlukan banyak waktu, tenaga, serta 

rentan terhadap penyalahgunaan dan praktik korupsi. Namun, dengan adanya sistem e-

procurement, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara transparan, cepat, 

dan efisien. Digitalisasi dalam pengadaan bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem 

yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara lebih terbuka, 

memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk memantau dan berpartisipasi dalam 

setiap tahapan pengadaan (Dewi & Nugroho, 2021).Namun, meskipun teknologi digital 

sudah diintegrasikan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, implementasinya di 
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beberapa daerah, termasuk Provinsi Gorontalo, menghadapi berbagai tantangan. 

Berdasarkan penelitian oleh Dimas et al. (2023), keberhasilan transformasi digital dalam 

sektor publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk 

menyesuaikan struktur organisasi dan kapasitas SDM dengan kebutuhan sistem digital 

yang baru. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kompetensi SDM 

yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital, serta minimnya pemahaman 

terhadap konsep-konsep dasar dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

terdapat banyak potensi dalam penerapan sistem digital, realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, masalah 

sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan transformasi 

digital. Di Provinsi Gorontalo, seperti yang diungkapkan oleh Nugroho et al. (2022), 

terdapat kekurangan tenaga ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang memahami teknis 

operasional sistem digital. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam penerapan teknologi 

di level praktis. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) 

dalam mengoperasikan sistem e-procurement, serta kesulitan dalam adaptasi terhadap 

perubahan teknologi yang cepat, menjadi kendala serius yang menghambat keberhasilan 

digitalisasi pengadaan. 

struktur organisasi yang ada sering kali tidak mendukung penerapan sistem digital 

yang optimal. Penelitian oleh Haris (2021) menunjukkan bahwa banyak birokrasi 

pemerintah daerah yang memiliki struktur yang kaku dan kurang fleksibel, yang 

membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan cepat dalam sistem administrasi. 

Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar unit di dalam organisasi juga mempengaruhi 

integrasi teknologi dalam setiap tahapan proses pengadaan. Struktur yang kurang 

mendukung menyebabkan proses digitalisasi berjalan lambat, bahkan dalam beberapa 

kasus, menghambat inovasi yang diharapkan.aspek teknologi juga menjadi tantangan yang 

cukup besar. Integrasi teknologi dalam proses pengadaan masih belum optimal, sehingga 

berdampak pada efektivitas kerja dan inovasi yang dapat dihasilkan dari penerapan sistem 

digital. Penelitian oleh Santoso et al. (2020) mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah 

telah memperkenalkan berbagai teknologi baru dalam pengadaan barang/jasa, masih 

terdapat banyak kendala teknis dalam operasionalnya, seperti sistem yang tidak 

terintegrasi dengan baik, kurangnya dukungan infrastruktur, dan masalah keamanan data. 

Salah satu elemen yang tidak dapat diabaikan dalam proses transformasi digital 

adalah aspek etika. Etika organisasi, etika publik, dan etika profesi/ASN perlu diperhatikan 

agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip 

transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Dengan adanya digitalisasi, pengawasan 

terhadap setiap transaksi pengadaan menjadi lebih mudah, tetapi di sisi lain, tantangan 

etika juga muncul terkait dengan potensi penyalahgunaan data dan informasi yang terjadi 

dalam sistem digital. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak 

hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada pembentukan budaya 

etika yang kuat di setiap tingkat pemerintahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan 

transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini juga 
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diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengadaan di masa 

depan, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, restrukturisasi organisasi, dan 

optimalisasi teknologi yang digunakan dalam proses pengadaan. Dengan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi digitalisasi 

pengadaan barang/jasa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pengembangan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk 

menganalisis pelaksanaan transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di 

Provinsi Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk 

memahami secara mendalam tentang tantangan dan peluang dalam implementasi 

digitalisasi pengadaan barang/jasa di tingkat pemerintahan. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

berbagai aspek yang mempengaruhi proses digitalisasi, seperti sumber daya manusia, 

struktur organisasi, teknologi, dan proses pengadaan itu sendiri. Penelitian ini 

menggunakan desain studi kasus yang fokus pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Gorontalo, yang menjadi lembaga utama dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa di wilayah tersebut. Pemilihan studi kasus ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi lebih rinci mengenai kondisi, tantangan, dan solusi yang dihadapi oleh 

pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pengadaan berbasis digital. 

Dalam upaya memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi 

dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat 

langsung dalam proses pengadaan barang/jasa, seperti pejabat dari Biro Pengadaan 

Barang/Jasa dan unit kerja terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali 

pemahaman, pandangan, serta pengalaman mereka terkait penerapan transformasi digital 

dan kendala yang dihadapi selama proses implementasi. Selain itu, observasi partisipatif 

akan dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem digital diterapkan dalam 

praktik sehari-hari dan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin tidak terlihat 

dalam wawancara. 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan transformasi digital dalam 

pengadaan barang/jasa di Provinsi Gorontalo, dengan fokus pada Biro Pengadaan 

Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Melalui pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus, penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan dan 

peluang yang dihadapi dalam implementasi e-procurement sebagai bagian dari digitalisasi 

pengadaan barang/jasa di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara, 

observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, terdapat sejumlah faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan transformasi digital ini, yang mencakup sumber 
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daya manusia (SDM), struktur organisasi, teknologi, proses pengadaan, serta etika dalam 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan SDM 

untuk mendukung transformasi digital secara optimal. Terutama pada tingkat Ahli 

Madya dan Ahli Pertama PNBP, terdapat kesenjangan keterampilan teknis yang 

mencolok antara apa yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem e-procurement 

dan apa yang dimiliki oleh pegawai pengadaan barang/jasa. Meskipun pelatihan telah 

diberikan oleh pemerintah, namun beberapa informan mengungkapkan bahwa 

pelatihan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan praktis yang ada di 

lapangan. Beberapa pegawai bahkan menyebutkan bahwa pelatihan yang diberikan 

terlalu teoritis dan kurang terkait dengan aplikasi praktis dalam penggunaan teknologi 

digital yang diterapkan dalam pengadaan barang/jasa. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Purnama 

(2020), yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi SDM adalah hal yang krusial 

dalam keberhasilan transformasi digital di sektor publik. Oleh karena itu, perlu ada 

penyesuaian kurikulum pelatihan yang lebih terfokus pada keterampilan praktis, 

seperti penggunaan perangkat lunak pengadaan secara efektif dan pemahaman 

terhadap regulasi yang berlaku dalam pengadaan digital. Selain itu, peningkatan 

kualitas SDM juga dapat dilakukan dengan memperkenalkan konsep e-leadership, 

yaitu kemampuan untuk memimpin dan mengelola perubahan dalam organisasi yang 

didorong oleh teknologi digital (Hasibuan, 2022). 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang mendukung implementasi transformasi digital juga 

menjadi salah satu elemen yang menentukan keberhasilan atau kegagalan digitalisasi 

pengadaan barang/jasa. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa struktur organisasi yang 

ada di Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya mendukung 

implementasi sistem e-procurement. Secara khusus, adanya ketidakseimbangan jumlah 

dan peran Jabatan Fungsional yang terkait dengan pengadaan barang/jasa menjadi 

penghambat. Pegawai dengan jabatan fungsional yang tidak memiliki kualifikasi yang 

relevan dengan pengadaan digital terkadang ditempatkan pada posisi yang seharusnya 

membutuhkan kompetensi teknis yang lebih tinggi. 

Selain itu, kurangnya pengawasan yang terstruktur terhadap kinerja pegawai 

yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa digital juga ditemukan sebagai masalah yang 

signifikan. Beberapa informan menyebutkan bahwa meskipun sudah ada kebijakan dan 

prosedur yang mengatur pengadaan barang/jasa, namun tidak ada mekanisme evaluasi 

kinerja yang jelas dan sistematis. Tanpa adanya evaluasi yang tepat, sulit untuk 

mengetahui sejauh mana implementasi sistem e-procurement berjalan dengan efektif 

dan efisien. 

Penelitian oleh Utami dan Sembiring (2021) juga menyoroti pentingnya 

restrukturisasi organisasi dalam rangka mendukung digitalisasi di sektor publik. 

Pembentukan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan 
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teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, restrukturisasi organisasi yang lebih fokus pada 

kebutuhan digitalisasi sangat diperlukan untuk memastikan transformasi digital berjalan 

lancar. 

3. Teknologi dan Proses Pengadaan 

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan transformasi digital 

adalah teknologi itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Biro 

Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Gorontalo telah mengimplementasikan sistem e-

procurement, namun integrasi teknologi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa 

masih sangat terbatas. Sistem yang ada saat ini lebih banyak digunakan untuk 

administrasi dasar, seperti pengelolaan data vendor dan proses pengajuan dokumen 

pengadaan, namun tidak sepenuhnya mendukung proses pengadaan secara end-to-end, 

dari perencanaan hingga pelaporan. 

Sebagai contoh, pengadaan barang/jasa di Provinsi Gorontalo masih 

mengandalkan proses manual untuk tahap tertentu, seperti verifikasi anggaran dan 

penentuan pemenang tender, yang menyebabkan ketidakefisienan dan potensi human 

error. Sistem e-procurement yang diterapkan belum sepenuhnya terintegrasi dengan 

sistem anggaran daerah maupun sistem pelaporan keuangan, yang dapat memperlambat 

proses pengadaan dan mempengaruhi transparansi serta akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran. 

Sebagai tambahan, temuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada teknologi 

yang diterapkan, pemanfaatannya masih kurang optimal. Teknologi yang digunakan 

tidak selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia digital, yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sebagai contoh, banyak proses manual yang 

masih dilakukan meskipun ada potensi besar untuk mengotomatiskan proses tersebut 

melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih canggih seperti penggunaan 

kecerdasan buatan (AI) atau blockchain dalam pengadaan. 

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Nugroho (2021) yang menyatakan 

bahwa implementasi teknologi digital dalam pengadaan barang/jasa di sektor publik 

sering kali mengalami hambatan karena keterbatasan dalam teknologi dan sistem yang 

digunakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk terus memperbarui 

dan meningkatkan teknologi yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa agar dapat 

mendukung tercapainya tujuan transformasi digital yang lebih efisien, transparan, dan 

akuntabel. 

4. Etika dan Kepatuhan 

Di samping masalah teknis dan struktural, dimensi etika juga memainkan peran 

penting dalam keberhasilan transformasi digital pengadaan barang/jasa. Etika dalam 

pengadaan berkaitan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap 

tahap proses pengadaan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada kebijakan 

yang mengatur etika dalam pengadaan barang/jasa, implementasi prinsip-prinsip etika 

tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. 
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Sebagian besar pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa 

menyatakan bahwa meskipun mereka sudah memahami pentingnya etika dalam 

pengadaan, namun dalam praktiknya mereka sering kali menghadapi tekanan dari 

berbagai pihak untuk menyelesaikan pengadaan dengan cara yang tidak sepenuhnya 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam 

pengadaan dan berpotensi menurunkan kualitas hasil pengadaan. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Kusnadi (2020), 

yang menyoroti bahwa pengawasan yang lemah terhadap implementasi etika dalam 

pengadaan dapat menyebabkan penyimpangan dalam proses pengadaan, seperti kolusi 

atau korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan 

etika dalam pengadaan barang/jasa digital melalui mekanisme yang lebih ketat dan 

terstruktur, serta memberikan pelatihan etika yang lebih mendalam kepada seluruh 

pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, penelitian ini mengusulkan 

beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan transformasi digital dalam 

pengadaan barang/jasa di Provinsi Gorontalo.  

1. Pertama, diperlukan peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan pelatihan 

yang lebih praktis dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut harus mencakup 

pengoperasian perangkat lunak dan pemahaman mengenai regulasi pengadaan 

barang/jasa yang berlaku. Selain itu, pengembangan kompetensi dalam hal 

kepemimpinan digital juga perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi perubahan dalam 

organisasi. 

2. restrukturisasi organisasi perlu dilakukan untuk menambah jabatan fungsional yang 

berkompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa digital, serta memperjelas 

pembagian tugas di dalam organisasi. Evaluasi kinerja juga harus dilakukan secara 

terstruktur agar dapat memantau efektivitas penerapan e-procurement dan 

meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa. 

3. pemerintah daerah perlu memperbarui teknologi yang digunakan dalam e-

procurement dan mengintegrasikan sistem yang ada dengan sistem lain yang relevan, 

seperti sistem anggaran dan pelaporan keuangan. Hal ini akan meningkatkan 

efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. 

4. pengawasan terhadap implementasi etika dalam pengadaan barang/jasa harus 

diperketat. Penegakan hukum yang tegas dan pelatihan etika yang lebih mendalam 

bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan perlu diperkenalkan 

untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan cara yang transparan dan 

akuntabel. 

Meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam mengimplementasikan transformasi 

digital dalam pengadaan barang/jasa di Provinsi Gorontalo, masih terdapat sejumlah 

tantangan yang harus dihadapi. Peningkatan SDM, restrukturisasi organisasi, pembaruan 

teknologi, dan penguatan etika menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan 

digitalisasi dalam pengadaan barang/jasa. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat 

dan daerah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung digitalisasi secara menyeluruh, 
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yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah di Gorontalo. 

Kesimpulan 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi digital dalam pengadaan 

barang/jasa di Provinsi Gorontalo, meskipun sudah dilaksanakan dengan upaya yang 

signifikan, masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan 

keberhasilannya. Berdasarkan hasil analisis, sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi 

implementasi transformasi digital di antaranya adalah kompetensi sumber daya manusia 

(SDM), struktur organisasi, penggunaan teknologi, serta pengawasan terhadap penerapan 

etika dalam proses pengadaan. 

terkait dengan SDM, masih terdapat kesenjangan dalam keterampilan teknis dan 

pemahaman terhadap sistem e-procurement, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam 

pengelolaan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan 

pengembangan kompetensi praktis menjadi langkah penting yang harus diambil.masalah 

terkait struktur organisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi transformasi digital. 

Pembentukan organisasi yang lebih responsif dan fleksibel terhadap kebutuhan digitalisasi 

sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi sistem e-procurement. 

Selain itu, perlu dilakukan restrukturisasi untuk memperjelas pembagian tugas dan 

memperkuat peran jabatan fungsional dalam bidang pengadaan digital.meskipun 

teknologi e-procurement sudah diterapkan, integrasinya dengan sistem lain yang relevan 

masih belum optimal. Pembaruan dan peningkatan sistem yang ada, serta penyelarasan 

teknologi dengan kebutuhan pengadaan yang lebih luas, perlu segera dilakukan. Hal ini 

akan mengurangi hambatan-hambatan teknis yang ada dan memastikan proses pengadaan 

berjalan lebih efisien. Terakhir, penting untuk mengingat bahwa etika merupakan faktor 

kunci dalam memastikan proses pengadaan berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, 

dan integritas. Penegakan etika yang lebih tegas dan pelatihan yang lebih mendalam perlu 

dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. 

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo harus segera melakukan 

evaluasi dan perbaikan terhadap empat elemen utama transformasi digital yang telah 

diidentifikasi: SDM, struktur organisasi, teknologi, dan etika. Sinergi antara pemerintah 

pusat dan daerah, bersama dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta 

dan masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengadaan 

barang/jasa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam 

pengadaan barang/jasa memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Namun, untuk mencapai 

hasil yang optimal, diperlukan perbaikan dalam aspek-aspek yang telah diidentifikasi dan 

implementasi yang konsisten terhadap rekomendasi yang diberikan. Dengan langkah-

langkah yang tepat, pengadaan barang/jasa di Provinsi Gorontalo dapat menjadi model 

bagi daerah lain dalam menjalani digitalisasi sektor publik. 
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